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ABSTRAK 

Perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri 

merupakan pernikahan yang sah menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Nikah sirri akan membawa akibat hukum bagi 

anak yang dilahirkan, terhadap harta benda, dan pasangan suami-istri tersebut, karena 

nikah sirri tidak mempunyai bukti  autentik sehingga pernikahan tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Fenomena nikah  sirri masih banyak terjadi di 

Indonesia, begitu pula di Kecamatan Gapura yang sengaja penyusun ambil 

sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah: faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura, dan bagaimana 

akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan Gapura.  

Untuk menjawab permasalahan  tersebut di atas, peneliti menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran dokumen, 

observasi, dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk 

menyelesaikan masalah dengan melalui pengumpulan data, menyusun, 

menganalisa data, kemudian dijelaskan. Melalui penelitian ini deskripsi dan faktor 

yang melatar belakangi nikah sirri ditelusuri langsung kepada pelaku dan 

pemangku kepentingan – seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat 

kecamatan, dan pejabat KUA.  

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan sirri 

di Kecamatan Gapura disebabkan beberapa faktor yang terbagi menjadi dua 

aspek, pertama faktor secara umum: rendahnya pemahaman tentang pencatatan 

perkawinan, paham keagamaan normatif, sikap tidak acuh terhadap hukum, peran 

tokoh masyarakat atau kiai, dan budaya nikah sirri di tengah masyarakat; kedua, 

faktor secara khusus: prosedur yang rumit, keinginan orang tua, kelalaian aparat 

desa, dan biaya pencatatan. Sedangkan akibat hukum nikah sirri secara faktual di 

Kecamatan Gapura dikaitkan dengan penyelesaian konflik dalam keluarga, 

pembuatan akta kelahiran anak, perceraian tanpa akta, hak asuh anak, pembagian 

harta bersama, dan warisan. Awalnya pasangan nikah sirri tidak menemukan 

kendala yang berarti dari pernikahan yang mereka langsungkan selama menjalani 

rumah tangga. Meski sejauh ini konflik tertentu yang timbul dari pelaksanaan 

nikah sirri bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, namun perkembangan zaman 

dengan kompleksitasnya menuntut masyarakat untuk melakukan penyesuaian 

dengan hukum Negara demi mendapatkan payung hukum yang mengikat. Saat ini 

kehadiran buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan mulai dirasakan oleh 

masyarakat Kecamatan Gapura.  

 

Kata Kunci: Nikah sirri, faktor penyebab nikah sirri, akibat hukum, dan kasus 

faktual.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.2 Perkawinan disebut 

juga pernikahan, yang berasal dari kata “nikah” secara bahasa berasal dari 

bahasa arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. 

Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi tentang nikah yang 

dikemukakan oleh para ulama fikih.3 Intinya nikah adalah akad yang 

menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, 

saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya. 

Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan 

keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam 

melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada 

                                                           
1 Lihat Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. 

 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1989). 

 
3 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2001), hlm. 1329.  
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perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan disebabkan karena 

keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. 

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah 

melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di 

antara pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Perkawinan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan 

tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya 

suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-

masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.4 

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara 

satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya 

bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal 

demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan 

beragama.5  

Pemerintah Republik Indonesia melalui pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan 

bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.  Dengan demikian bagi warga 

negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. 

                                                           
4 Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1978), hlm. 9. 

 
5 Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 1. 
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Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian 

setiap perkawinan  harus didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.6  

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 PP tersebut 

menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi 

mereka yang yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya 

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.7  

Pencatatan perkawinan di samping untuk menertibkan administrasi, 

juga bertujuan melindungi hak-hak orang yang melakukan perkawinan, 

serta sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar melakukan 

perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah.8  Jadi, perkawinan yang 

dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah 

                                                           
6 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. 

 
7 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 235. 

 
8 Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.  
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ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar 

pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan 

hukum.9 

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah, maka bagi masyarakat yang tidak mempunyai 

Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama (ayat 2). 

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

b. Hilangnya Akta Nikah 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974; dan 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974.10  

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah 

dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri.11 Secara admnistrasi 

                                                           
9 Ibid, Pasal 6 Ayat (1).  

 
10 Pasal 7 ayat (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.  

 
11 Nikah sirri yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nikah yang sah menurut Agama 

namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di KUA. 
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Negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Pernikahan tersebut 

walaupun secara agama sah tetapi tidak dilakukan pencatatan secara sah 

menurut undang-undang yang berlaku mengakibatkan perkawinan tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya dianggap tidak pernah ada 

dalam catatan Negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak 

diakui oleh Negara. Dengan demikian, nikah sirri dianggap tidak mematuhi 

atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang sah.12 Namun sejauh ini 

belum ada sanksi secara tegas bagi pelaku nikah sirri, agar pasangan yang 

ingin melakukan nikah sirri merasa takut dan jera untuk melakukan nikah 

sirri. 

Kaitannya dengan nikah sirri, ada dua pengertian mengenai istilah 

ini. Pertama, nikah sirri yang didefinisikan dalam fikih, yaitu nikah yang 

dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut 

yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, di mana mereka diminta 

untuk merahasiakan pernikahan itu. Kedua, nikah sirri yang dipersepsikan 

oleh masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa 

dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik nikah sirri 

ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia sekarang. 

Orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah sirri adalah tokoh 

masyarakat atau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-

hukum munakahat (pernikahan). Bagi masyarakat Madura khususnya 

                                                           
12 Agus Arifin, Menikah Untuk Bahagia “Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami”, (Jakarta: 

PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 337. 
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Kecamatan Gapura kiai paling dihormati dibandingkan dengan golongan 

sosial yang lain,  sosok kiai dipandang sebagai sosok yang serba tahu 

segalanya, di mana setiap perkataannya dipatuhi dan dilaksanakan demi 

mendapatkan barokah. Alasan nikah sirri untuk menjaga hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencinta, 

sementara mereka belum siap untuk berumah tangga, atau karena masing-

masing masih punya tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan 

beberapa kalangan berpendapat, nikah sirri merupakan bentuk alternatif 

pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang 

menjurus pada hal-hal yang dilarang agama.13 

Kecamatan Gapura merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

kabupaten Sumenep, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan praktek 

pernikahan sirri. Masyarakat merasakan adanya pernikahan sirri sebagai 

fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian masyarakat sudah 

menganggap nikah sirri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka 

nikah sirri lebih baik daripada berbuat zina.14 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk 

mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Nikah Sirri 

                                                           
13 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan [Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk], 

(Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 22. 

 
14 Wawancara dengan Ibu Hosniyatun, tokok masyarakat Desa Banjar Timur, Kecamatan 

Gapura, Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Desember 2016. 
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dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten 

Sumenep). 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura?  

2. Bagaimana akibat hukum nikah sirri secara faktual di Kecamatan 

Gapura? 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab nikah sirri di Kecamatan 

Gapura. 

2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum nikah sirri secara faktual di 

Kecamatan Gapura. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca 

tentang nikah sirri, akibat yang ditimbulkan dan dirasakan oleh 

masyarakat sehingga kita dapat mengantisipasi terjadinya 

pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan catatan sipil. 
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2. Kegunaan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

wawasan bagi masyarakat Kecamatan Gapura dalam menghadapi 

masalah perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap  karya ilmiah, 

buku-buku, artikel, dan jurnal yang ada dan menemukan beberapa penelitian 

yang dilakukan sebelumnya mengkaji tentang nikah sirri sebagai berikut:  

Skripsi yang disusun oleh Nazir Eka Yusuf “Nikah sirri pada 

mahasiswa Syari’ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga” 

yang menjelaskan tentang latar belakang terjadinya nikah sirri dan 

pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan sirri yang dilakukan oleh 

mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Tarbiyah.15 

Skripsi yang dibahas oleh Pujianti dengan judul “Aspek Hukum 

Nikah Sirri”, mendeskripsikan keabsahan nikah sirri dan menganalisanya 

tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri. Dalam penelitian ini, pernikahan 

sirri adalah suatu bentuk kriminalitas pelecehan terhadap institusi resmi 

pernikahan yang telah di formalkan oleh pemerintah, selain itu nikah sirri 

banyak berdampak negatif  terhadap  kaum perempuan, di antaranya 

pelecehan seksual.16 

                                                           
15 Nazir Eka Yusuf, “Nikah Sirri pada Mahasiswa Syariah dan Tarbiyah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)”, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). 

 
16 Pujianti, “Aspek Hukum Nikah Sirri”, skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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Sementara skripsi yang disusun oleh Abdul Basith dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia”, khusus 

membahas nikah sirri di Indonesia secara terfokus dengan menggunakan 

tinjauan hukum Islam tentang nikah sirri dan terpaku hanya pada sah dan 

tidaknya nikah sirri itu.17 

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Syarif Hidayat yang berjudul 

“Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan metode 

kajian Saad az-Zari’ah)”, dalam skripsi ini desebutkan bahwa dengan 

menempatkan pernikahan sirri dalam peringkat Haji’yyah, serta melalui 

pengkajian dengan metode Saad az-Zari’ah sehingga diperoleh kesimpulan 

adanya kemadzarotan dan kemafsadatan yang nyata akibat praktek 

pernikahan sirri, diantaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum 

terhadap kehormatan, keturunan, dan harta oleh sebab itu ditetapkan haram 

bagi penerapannya.18 

 Adapun skripsi Maman Suriaman, “Kriminalisasi Nikah Sirri 

Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, mengkaji dari sisi pidana Islam, 

dengan sebuah rumusan apakah nikah harus dikriminalkan. Dalam 

penelitian ini  para pelaku nikah sirri dianggap telah melanggar undang-

                                                           
17 Abdul Basith, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia”, skripsi 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).  

 
18 Syarif Hidayat, “Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan 

metode kajian sadd az-zari’ah)”, skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 
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undang yang berlaku, dan tidak menghiraukan pencatatan pernikahan yang 

telah diatur oleh pemerintah dianggap tindakan melawan hukum.19 

Tulisan Mahmud Asy’ari dengan judul “Nikah dibawah tangan 

(Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual)” menjelaskan bahwa selain dilakukan 

oleh orang awam praktek nikah sirri juga sering dilakukan oleh Pejabat atau 

Pegawai Negeri, Kiai, dan Ustadz.20 

Kamal Muchtar meneliti fenomena perkawinan tanpa tercatat (sirri) 

di Indonesia. Peneliti melihat fenomena ini dari aspek perundang-undangan 

yang berlaku dan bagaimana akta nikah sebagai produk pencatatan ditinjau 

dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan menggunakan metode qiyas dan 

beberapa kaidah usuliyah dan penelusuran terhadap peraturan perundang-

undangan terkait. Penelitian ini menyimpulkan beberapa point, diantaranya: 

pencatatan sebagai asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, 

kemaslahatan dari pencatatan dan pencatatan bukan sekedar syarat 

administratif tetapi penyempurna dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang 

ditimbulkan dari perkawinan.21 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah 

penyusun lakukan, banyak yang membahas tentang nikah sirri, akan tetapi 

dari beberapa karya ilmiah dan tulisan tersebut diatas belum ada yang 

                                                           
19 Maman Suriman, “Kriminalisasi Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, 

skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta (2004). 

 
20 Mahmudi Asyari, “Pernikahan Di Bawah Tangan”, (Jurnal Pemikiran Islam 

Kontekstual), (Program Pasca  Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005). 

 
21 Kamal Muchtar, “Nikah Sirri di Indonesia”, (Jurnal Al-Jamiah No. 56, 1994) 
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meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, 

penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak dan perlu untuk dibahas 

lebih lanjut. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kepastian Hukum 

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. 

Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: 

melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi 

lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang 

mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi,  

dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan 

serta damai dan kesejahteraan umum (bonum commune).22 

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk mencapai 

ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam 

pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan 

syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas 

saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti 

perkawinan, hak milik, dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan 

ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tak mungkin 

mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberkati Tuhan 

kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.23 

                                                           
22 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, (Jakarta: BPK, 1970), hlm. 80-82. 

 
23 Muchtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Nasional, (Bandung: Majalah Pajajaran No 1 Jilid III, 1970), hlm. 6. 
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Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum 

pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan 

yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum  itu sendiri merupakan 

salah satu asas dalam pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu 

kepastian hukum maka warga masyarakat akan mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu 

peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta 

mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian 

hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan 

tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakan 

dengan tegas.24 

2. Teori Sistem Hukum 

Untuk melihat sikap pelaku nikah sirri di Kecamatan Gapura 

yang tidak sejalan dengan hukum perkawinan tentang pencatatan perlu 

ditilik tujuan pencatatan itu sendiri. Tujuan pencatatan perkawinan 

setidaknya memiliki dua aspek; tujuan yang bersifat instrumental dan 

tujuan yang bersifat simbolis.25 Pertama, tujuan instrumentalnya adalah 

tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-

                                                           
24 Soerjono Soekamto, Penegakan Hukum, (Bandung: Banacipta, 1983), hlm. 15.  

 
25 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 136. 
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undangan yang berlaku. Kedua, untuk menjamin kepastian hukum 

melalui akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah.26 Sekaligus untuk 

mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan sebagai tuntutan 

negara yang modern. 

Menurut Bustanul Arifin, lemah atau kuatnya hukum yang 

berlaku, tergantung kepada lemah atau kokohnya tiang-tiang yang 

menopangnya. Tiga tiang/tonggak itu adalah aparat hukum, peraturan 

hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiganya saling 

berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam melembagakan hukum.27 

Ketiga komponen di atas selaras dengan teori sistem hukum dari 

perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, di 

mana sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem yang meliputi struktur 

hukum (legal structure), subtansi hukum (legal substance), dan budaya 

hukum (legal culture). Jadi yang dimaksud dengan sistem hukum tidak 

lain adalah kumpulan dari semua sub sistem ini.28 Struktur hukum, yakni 

menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya 

aparatur hukumnya; subtansi hukum, yakni menyangkut isi dari 

norma/aturan hukumnya; dan kultur hukum, yakni menyangkut perilaku 

budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. 

                                                           
26 Pasal 1863 HIR. 

 
27 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, 

dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56. 

 
28 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, alih bahasa oleh M. 

Khozim, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 11. 
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Sub-sub sistem di atas saling bergerak, tidak dapat dipisahkan dan 

terpengaruh satu dengan lainnya agar hukum yang dibuat untuk 

menegakkan keadilan itu dapat berjalan efektif. 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan 

kompleks di mana struktur, subtansi, dan kultur berintraksi. Dengan 

demikian perilaku hukum – di sini perilaku nikah sirri – tidak bisa 

dipahami kecuali dalam konteks sistem hukum dengan tiga komponen 

tersebut.29 Dengan teori sistem hukum ini, perilaku nikah sirri yang telah 

berlangsung lama akan dianalisis dengan tiga komponen. 

F. Metode Penelitian 

Penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data 

dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Dalam hal ini adalah mengenai nikah sirri dan akibat 

hukumnya bagi masyarakat di Kecamatan Gapura.30 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk 

menyelesaikan masalah melalui pengumpulan data-data dari hasil 

                                                           
29 Ibid, hlm. 18. 

 
30 Saifuddin Azhar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8. 
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wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, 

dokumentasi perorangan, memorandum dan dokumen resmi. Sehingga 

ini dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.31 

3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan tujuannya 

pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka 

pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam 

masyarakat.32 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan pada masyarakat di Kecamatan Gapura melalui observasi, 

wawancara, serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.33  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk  

jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi berupa: peraturan 

yang terkait dengan nikah sirri, buku-buku, dokumen-dokumen, 

                                                           
31 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128. 

 
32 Ibid, hlm. 94. 

 
33 Ibid, hlm. 57. 
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jurnal, artikel, internet, maupun sumber lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini.34 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun 

langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik 

pengumpuan data. Namun dalam konteks ini, observasi 

difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan 

informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan 

pengamatan peneliti. teknik mengamatan ini juga melibatkan 

aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh.35 

b. Wawancara 

Wawancara secara mendalam, suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat 

informasi yang mendalam terkait masalah yang diteliti yaitu 

nikah sirri dan akibat hukumnya. Dalam hal ini penyusun 

bertemu dan bertanya langsung dengan responden sebanyak 15 

orang untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diperlukan 

                                                           
34 Ibid. 

 
35 Rully Indrawan, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 

134. 
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dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah pelaku nikah sirri sebanyak 10 

orang, tokoh masyarakat 2 orang,  aparat kecamatan 1 orang, 

sekretaris fatayat NU 1 orang, dan kepala KUA di Kecamatan 

Gapura. Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapat 

data sebanyak mungkin, yang lebih dalam dari responden, 

karena dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data 

yang kita perlukan yang sukar diperoleh dengan teknik yang 

lain.36 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan 

sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa 

catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data 

tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, 

laporan, peraturan, catatan harian, biografi dan lainnya yang 

tersimpan.37 

6. Analisa Data 

Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, 

maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh 

                                                           
36 Ibid, hlm. 136. 

 
37 Ibid, hlm. 139. 
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dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara induktif yaitu 

analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif adalah analisa terhadap data-

data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang 

bersifat khusus.38 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan 

mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan 

sistematika pembahasan skripsi kedalam lima bab yakni sebagai berikut: 

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang bertujuan untuk 

mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri 

dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Untuk memberikan gambaran awal tentang nikah sirri, maka dalam 

bab kedua diuraikan mengenai tinjauan umum tentang nikah sirri yang 

terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: pengertian perkawinan menurut 

hukum Islam yang di dalamnya mencakup tentang syarat, rukun, dan tujuan 

perkawinan; pengertian perkawinan di Indonesia yang di dalamnya 

mencakup syarat, keabsahan dan pencatatan perkawinan; akta nikah; dan 

nikah sirri yang mencakup pengertian, akibat hukum nikah sirri: perspektif 

                                                           
38 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah 

Mada, 1982), hlm. 32. 
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normatif yang terdiri dari akibat hukum nikah sirri terhadap istri, anak, dan 

suami. 

Bab tiga mendiskripsikan tentang gambaran umum mengenai 

wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang bertujuan untuk 

mengetahui dengan jelas keadaan masyarakat di daerah tersebut. Pada bab 

ini juga diuraikan mengenai letak geografis Kecamatan Gapura, supaya 

dapat diketahui dengan jelas letak daerah tersebut. Pada bab ini juga 

diuraikan mengenai demografi yang mencakup tentang mata pencaharian, 

perekonomian, pendidikan, serta sosial keagamaan masyarakat di 

Kecamatan Gapura. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang 

data nikah sirri di Kecamatan Gapura, profil pelaku nikah sirri di Kecamatan 

Gapura, serta pelaksanaan nikah  sirri di Kecamatan Gapura.  

Pada bab empat terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: faktor 

penyebab nikah sirri di Kecamatan Gapura, yang terbagi menjadi faktor 

secara umum dan khusus; akibat hukum nikah sirri secara faktual di 

Kecamatan Gapura yang meliputi tentang penyelesaian konflik dalam 

keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, perceraian tanpa akta, pembagian 

harta bersama, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Sehingga dari 

sini dapat dilihat apakah nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Gapura harus dicegah, diminimalisir atau bahkan harus 

ditinggalkan. 
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Pada bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dari skripsi yang penyusun tulis serta saran-saran yang konstruktif sebagai 

akhir dari pembuatan skripsi ini. 



103 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya tentang nikah sirri dan akibat hukumnya pada masyarakat 

Kecamatan Gapura, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Gapura adalah: 

a. Faktor Umum 

1) Rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan 

2) Paham keagamaan normatif 

3) Sikap tidak acuh terhadap hukum 

4) Peran tokoh masyarakat atau kiai 

5) Budaya nikah sirri ditengah masyarakat 

b. Faktor Khusus 

1) Prosedur yang rumit 

2) Keinginan orang tua 

3) Kelalaian aparat desa 

4) Biaya pencatatan 

2. Akibat Hukum Nikah Sirri Secara Faktual di Kecamatan Gapura 

Pembahasan tentang akibat hukum nikah sirri secara faktual yang 

dirasakan masyarakat Kecamatan Gapura dikaitkan dengan beberapa 

problem yang terjadi pada masyarakat yaitu : 
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a) Penyelesaian Konflik dalam Keluarga 

b) Pembuatan Akta Kelahiran Anak 

c) Perceraian Tanpa Akta 

d) Pembagian Harta Bersama 

e) Hak Asuh Anak 

f) Pembagian Harta Warisan 

B. Saran-Saran 

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang 

mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama 

mengenai keharusan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama 

(KUA) pada semua masyarakat Kecamatan Gapura, hususnya bagi pemuda-

pemudi yang sudah hampir mau menikah. Sosialisasi tersebut juga penting 

untuk para aparat desa di Kecamatan Gapura, berhubung kasus nikah sirri 

yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Gapura sebagian besar 

dikarenakan oleh kelalaian aparat desa yang tidak melanjutkan dengan 

pencatatan pernikahan ke KUA sesuai peraturan perundang-undangan. 

2. Penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab, dengan melanggar hukum tersebut dikarenakan tidak adanya 

kepastian hukum dalam mencegah terjadinya nikah sirri. Dalam 

penyempurnaan peraturan tersebut juga perlu adanya sanksi secara tegas 

bagi pelaku nikah sirri, agar pasangan yang ingin melakukan nikah sirri 
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berpikir dua kali atau bahkan takut untuk melakukan nikah sirri dengan 

adanya sanksi dan bagi para pelaku agar merasa jera. 

3. Peran tokoh masyarakat atau kiai juga sangat penting dalam mencegah 

terjadinya pernikahan sirri, sehingga tokoh masyarakat atau kiai bisa 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan 

pernikahan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Karna bagi 

masyarakat Madura begitu juga dengan masyarakat Kecamatan Gapura, 

sosok kiai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. 

Kiai akan lebih  dihormati apabila memiliki kharisma karena kelebihan ilmu 

agamanya. Apa yang dikatakan oleh kiai akan dituruti dan dilaksanakan 

oleh masyarakat.  

4. Terahir, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri dan 

belum punya anak, maka pengesahan pernikahannya dengan cara 

melakukan pernikahan ulang atau mencatat pernikahannya di Kantor 

Urusan Agama setempat. Bagi yang sudah terlanjur melakukan nikah sirri 

dan sudah mempunyai anak, maka pengesahan pernikahnnya dengan cara 

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. 
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DRAF  WAWANCARA UNTUK PASANGAN SUAMI/ISTRI 

 

Nama : 

TTL: 

Agama :  

Pekerjaan : 

Penghasilan: 

Pendidikan : SD/ SMP/ SMA/ S1/ S2 

Suami/istri : 

Waktu menikah: 

Tempat menikah: KUA / Luar KUA 

Yang menikahkan:  

Anak: 

 

1. Apa latar belakang pernikahan Anda? 

2. Apa alasan anda menikah? 

3. Bagaimana anda mempublikasikan pernikahannya? 

4. Apa alasan anda melakukan nikah sirri? 

5. Apakah anda mengetahui dan memahami terhadap UU no 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan? 

6. Faktor apa yang menyebabkan pernikahan anda tidak tercatat di KUA? 

7. Adakah faktor dari KUA yang terlalu memberatkan anda sehingga anda 

enggan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA? 

8. Apakah biaya yang ditawarkan oleh KUA terlalu mahal? Berapa biaya 

nikah? 

9. Apakah anda mengetahui dampak pernikahan yang tidak tercatatkan 

(nikah sirri)? 

10. Apa yang anda rasakan selama menjalani rumah tangga dengan pernikahan 

yang tidak tercatatkan? 

11. Bagaiman pendapat anda tentang UU No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang mengharuskan agar setiap pernikahan dicatatkan kepada 

lembaga KUA? 
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DRAF WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT 

 

Nama  :  

Alamat  :  

Jabatan : 

 

1. Apa yang dimaksud nikah sirri? 

2. Bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Kecamatan Gapura? 

3. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri? 

4. Apakah ada upaya pencegahan dari tokoh masyarakat/agama? 

5. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang menyatakan 

bahwa setiap Perkawinan harus dicatatkan? 

6. Menurut anda, apa kemaslahatan dari pencatatan perkawinan tersebut? 

7. Apa akibat dari perkawinan yang tidak tercatatkan? 
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DRAF WAWANCARA UNTUK CAMAT GAPURA 

 

Nama  :  

Alamat  :  

Jabatan : 

 

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di kecamatan Gapura? 

2. Bagaimana letak geografis/letak wilayah kecamatan Gapura? 

3. Bagaimana kondisi kependudukan kecamatan Gapura? 

4. Bagaimana latar belakang pendidikan masyarakat di Kecamatan Gapura? 

5. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Gapura? 

6. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat di Kecamatan Gapura?  

7. Apa yang dimaksud nikah sirri? 

8. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri? 

9. Apakah anda mengetahui tentang peraturan pemerintah Peraturan 

Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap Perkawinan harus dicatatkan? 

10. Menurut anda, apa kemaslahatan dari pencatatan perkawinan tersebut? 

11. Apakah akibat dari perkawinan yang tidak tercatatkan? 
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DRAF WAWANCARA UNTUK KEPALA KUA GAPURA 

 

Nama  :  

Alamat  :  

Jabatan : 

 

1. Upaya apa yang anda lakukan dalam rangka memahamkan masyarakat 

tentang peran dan fungsi KUA? 

2. Adakah sosislisai atau penyuluhan tentang perkawinan dari KUA terhadap 

masyarakat di Kecamatan Gapura? 

3. Sejauh mana anda memantau pelaksanaan perkawinan di Kecamatan 

Gapura? 

4. Apakah setiap perkawinan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Gapura 

sudah dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku?  

5. Faktor apa saja yang melatar belakangi perkawinan yang tidak tercatat di 

KUA? 

6. Apa yang anda lakukan jika terjadi perkawinan yang tidak tercatatkan di 

KUA? 

7. Apa akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatatkan?  
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DRAF WAWANCARA UNTUK PAC FATAYAT NU GAPURA 

 

Nama  :  

Alamat  :  

Jabatan : 

 

1. Bagaimana proses awal kegiatan/program isbat nikah massal yang 

diselenggarakan oleh PAC Fatayat NU Gapura? 

2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Gapura tidak 

mencatat pernikahannya? 

3. Bagaimana prosedur pengajuan isbat nikah? 

4.  Berapa biaya isbat nikah yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama? 

5. Kapan pelaksanaan isbat nikah yang diselenggarakan oleh PAC Fatayat 

NU Gapura? 
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